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PENGANTAR REDAKSI

Dalam edisi kali ini redaksi sengaja melanjutkan edisi sebelumnya —Indonesia
memasuki Pemilu Putaran I- dengan mengambil tema Indonesia memasuki Pemilu
Putaran II. Seperti kita ketahui bersama dalam tahap terakhir “partai final” perebutan
tampuk kekusaan RI 1 akan muncul dan terpilih sang pemimpin yang mewakili kehendak
suara rakyat —karena dipilih secara langsung. Seperti apakah bentuk pemerintahan
dan siapa saja tokoh-tokoh yang dipilih untuk mendampingi sang presiden, tentunya
akan dapat kita rasakan manfaatnya dengan capaian program-program pembangunan
sang Presiden yang dilontarkan saat kampanye terdahulu. Bahkan beberapa pengamat
dengan berani mencoba mengkritisi jalannya pemerintahan dalam evaluasi 100 hari
untuk mencermati serta dengan tegas mendeadline kinerja pemerintah.

Dengan adanya perubahan peta politik yang secara cepat, serta eskalasi suhu
politik yang mulai memanas. Beberapa tulisan yang diterima redaksi mencoba untuk
mengantisipasi perkembangan tersebut, apa yang terjadi ke depan dicoba untuk ditelaah
dengan berkaca pada keberhasilan dan kegagalan yang pernah dilakukan pada masa
pemerintahan terdahulu. Secara pandangan ekonomi Supriyadi Wiryatmodjo mengupas
masalah Ekonomi Politik Kebijakan Penyediaan Pangan Beras, dari segi gender Dwi
Windyastuti mencoba mengemukakan gagasan Akomodasi Parpol terhadap Kuota
Perempuan dalam Pemilu 2004, penerapan dari segi budaya diulas dengan gamblang
dalam Problema Budaya dalam P2KP/Proyek Penanggulangan Kemiskinan di
Perkotaan oleh Retno Andriati, serta resensi dari Herwanto mengenai Presiden Golput
yang ditulis oleh Muhamad Asfar. Di luar tema, redaksi memuat Wayang Topeng
Glagahdowo (Kajian Etnografi Perubahan dan Fungsi Wayang Topeng pada Masyarakat
Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang) oleh Djoko Adi Prasetyo,
Peran Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Bagi Liberasi dan Humanisasi
Teknologi oleh Nasikun serta Citra Perempuan Islam Kontemporer: Representasi
Perempuan Islam dalam Sinetron Ramadhan oleh Yuyun W.I Surya.

Semoga kehadiran jurnal ilmiah Masyarakat, Kebudayaan dan Politik ini dapat
membawa angin segar perubahan serta menambah wawasan dan sekaligus menjadi
media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah
sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan gagasan serta ide
untuk pembangunan serta perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah.
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PERAN PENELITIAN ILMU-ILMU SOSIAL
DAN HUMANIORA BAGI LIBERASI
DAN HUMANISASI TEKNOLOGI *

Nasikun
Dosen Jurusan Sosiologi FISIP UGM

Abstract

Technology basically is a systematic framework designed to eliminate its
potentiality to alienate and exploit human and its domination toward ecology
system caused by human activities.It is of importance to form social sciences and
humanities contribution for the issue through curircullum development. The
curricullum development liberation and technological humanism faces third wave
global capitalism. Therefore, social and humanities scientists’ capability in un-
dertaking research that is need to be designed for technological system that is
more liberating, enlightening and humane can be established. Include in this
category is research on policy and programs on technological development mean-
ing for social equality, national security, nations integration and other national
interests.

Keywords: alienation, exploitation, technology liberatiion and humanism

ernyataan Mesthene bahwa
P teknologi tidak selalu

menghadirkan kebaikan meng-
implikasikan betapa pentingnya peran
penelitian ilmu-ilmu sosial dan humaniora
dalam pengembangan teknologi di
Indoneisa di masa depan. Saya bahkan
seringkali menyebutnya sebagai sebuah
imperatif mengingat bahwa tanpa
kontribusi dari penelitian ilmu-ilmu sosial
dan humaniora dalam pengembangan

teknologi, seperti yang terjadi selama ini,
maka “kekhawatiran Faustian bahwa
pemberian kepercayaan yang terlalu besar
kepada perkembangan teknologi sama
maknanya dengan membuat perjanjian
dengan setan” (Dickson, 1979: 15) akan
dapat benar-benar menjadi sebuah
kenyataan. Ada beberapa alasan sangat
mendasar mengapa penelitian ilmu-ilmu
sosial dan humaniora tentang
perkembangan teknologi di Indonesia di

* Ditulis sebagai bahan diskusi pada Seminar Mingguan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, tanggal 27 Oktober 2004.
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masa mendatang merupakan sebuah
imperatif. Alasan yang pertama mengalir
turun dari kenyataan bahwa “suka atau
tidak suka, mau atau tidak mau, dan siap
atau tidak siap”, meminjam ungkapan
presiden Suharto di masa jayanya, lambat
atau cepat masyarakat Indonesia akan
mengalami transformasi sosial menuju
sebuah sistem teknologi atau teknokrasi
sebagai konsekuensi dari mengalirnya
banjir teknologi yang terjadi oleh karena
proses alih teknologi dari negara-negara
industri maju, jikalau bukan oleh karena
keberhasilan para ahli teknologi Indone-
sia di dalam pengembangan teknologi.
Alasan yang kedua sangat erat
berkaitan dengan dampak perkembangan
teknologi terhadap umat manusia (baca:
individu), masayarakat, dan lingkungan.
Belajar dari sejarah panjang pengalaman
negara-negara maju, kita mengetahui
bahwa perkembangan teknologi dan ilmu
pengetahuan yang melahirkannya tidak
selalu menghasilkan “kemaslahatan”
(tonic potentialities) akan tetapi sering
kali juga “kemudharatan” (foxic potenti-
alities). Lebih dari itu, di dalam era
teknokrasi di bawah tekanan ekspansi
globalisasi gelombang ketiga, ketika
rasionalitas manusia dihegemoni dan
didominasi oleh “rasionalitas teknik”
(meminjam ungkapan kaum pos-modernis),
perkembangan teknologi bahkan seringkali
memiliki kecenderungan lebih banyak
menghasilkan kemudharatan daripada
kecenderungannya menghasilkan
kemaslahatan bagi kehidupan manusia,
masyarakat, dan lingkungan (baca, a.l.,
Ellul, 1980; Dickson, 1979; dan Roszak,
1969). Itulah pula makna yang ingin
disampaikan melalui pernyataan
Emmanuel G. Mesthene yang saya kutip
di awal tulisan ini. Di dalam kaitan semua

itu pula, maka pentingnya peran penelitian
ilmu-ilmu sosial dan humaniora tentang
teknologi untuk membuat agar dampak
“tonik” perkembangan teknologi dapat
mengatasi dan menguasai dampak “toksik’
yang ditimbulkannya harus dipahami dan
diapresiasi.

Alasan yang ketiga tentang
pentingnya peran penelitian ilmu-ilmu
sosial dan humaniora dalam
pengembangan teknologi, yang
sesungguhnya merupakan remifikasi dari
alasan kedua, bertalian sangat erat dengan
pentingnya pemahaman tentang “kaitan-
kaitan ke depan” (forward linkages) dan
“kaitan-kaitan ke belakang” (backward
linkages) yang menghubungkan
perkembangan teknologi di satu sisi
dengan sistem sosial, ekonomi, dan politik
yang menjadi konteks dan konsekuensi
dari penciptaan dan pemanfaatannya di
sisi yang lain. Alasan ini sungguh sangat
penting oleh karena dengan demikian
peluang lebih besar bagi terjadinya
komunikasi dan dialog antara para ahli
“ilmu-ilmu keras” (baca: ilmu-ilmu
kealaman dan ilmu-ilmu teknik) dan para
ahli “ilmu-ilmu lunak” (ilmu-ilmu sosial dan
humaniora) akan menjadi semakin terbuka,
sehingga perkembangan teknologi yang
mereka hasilkan tidak hanya berupa
“teknologi-teknologi keras™ (hard tech-
nologies) yang abai dan tidak peduli
terhadap potensi toksik yang dapat mereka
timbulkan, melainkan juga “teknologi-
teknologi lunak™ (sof? technologies) yang
sangat peduli akan kemungkinan terjadinya
dampak toksik yang mereka produksi dan
reproduksi terhadap kehidupan umat
manusia, masyarakat, dan lingkungan.

Melalui penyajian tulisan singkat ini
saya ingin menyampaikan argumen
tentang pentingnya sumbangan penelitian
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ilmu-ilmu sosial dan humaniora di dalam
mewujudkan peran liberasi dan humanisasi
teknologi bagi kehidupan umat manusia
yang di dalam konteks globalisasi ideologi
industrialisasi saat ini menjadi semakin
problematik oleh karena basis rasionalitas
proses produksi dan reproduksinya.
Dimulai dengan penyajian singkat tesis dan
kerangka teoritik tulisan ini tentang
hubungan antara perkembangan teknologi
dan ideologi industrialisasi yang menjadi
konteks produksi dan pemanfaatannya
menyusul penyajian pengantar ini, berturut-
turut akan disajikan pembahasan-
pembahasan singkat tentang ambivalensi
dampak sosial dan kemanusiaan dari
perkembangan teknologi lanjut (advanced
techology), pelajaran dari kasus dampak
sosial revolusi perkembangan teknologi
informasi, dan pentingnya pilihan kebijakan
pengembangan “teknologi alternatif (a/-
ternative technology), sebelum seluruh
penyajian ini akan ditutup dengan
implikasinya bagi pengembangan
kurikulum pendidikan dan agenda
penelitian ilmu-ilmu sosial dan humaniora
tentang teknologi.

Teori Politik Teknologi

Tulisan singkat ini diturunkan dari sebuah
perspektif teoritik yang dengan tegas
menolak argumen tentang ‘“netralitas”
teknologi yang melihat bahwa teknologi
merupakan suatu hasil dari kreativitas
manusia dan masyarakat yang ‘“netral
nilai”. Sebaliknya, melalui tulisan ini saya
ingin mengajak para pembaca untuk
memahami fenomena perkembangan
teknologi dan berbagai masalah yang
ditimbulkannya dari sebuah perspektif
teoritik yang melihat teknologi sebagai hasil
dari produksi dan reproduksi proses-proses

sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan,
dan oleh karenanya tidak pernah bersifat
netral nilai. Diturunkan terutama dari
argumen David Dickson (1979) di dalam
bukunya berjudul The Politics of Alter-
native Technology, tesis umum yang
mendasarinya adalah bahwa oleh karena
konteks sosial, ekonomi, politik dan
kebudayaan di dalam proses produksi dan
reproduksinya, maka teknologi senantiasa
memainkan suatu peran politik di dalam
masyarakat, suatu peran yang sangat erat
bertalian dengan distribusi kekuasaan dan
pengendalian sosial.

Peran yang dimaksud dimainkan
pada dua aras atau tingkat
pengungkapannya: yakni pada aras mate-
rial dan pada aras ideologis. Pada aras
material, teknologi memainkan peran
mengungkapkan dan dengan demikian
memelihara dan mempromosikan
kepentingan-kepentingan dari kelompok-
kelompok sosial dominan di dalam
masyarakat tempat teknologi diproduksi
dan direproduksi. Pada saat yang sama,
teknologi bertindak pada tingkat ideologis
untuk mendukung dan mem-
propagandakan atau memistifikasikan
ideologi yang dianut oleh kelas penguasa
dan kelompok elit dalam masyarakat.
Keduanya memainkan peran yang sangat
penting di dalam menentukan karakter dari
teknologi yang diproduksi dan direproduksi
oleh masyarakat (Dickson, 1979: 10;
tentang teknologi sebagai ideologi, baca
juga Nasikun, 1999).

Melihat fenomena teknologi dari
perspektif yang demikian, tulisan ini juga
menolak argumen mereka yang menganut
determinisme ekonomi, yang melihat
teknologi tidak lebih daripada sebagai suatu
“alat yang netral” bagi pembangunan
ekonomi, dan bahkan pembangunan politik.

53



Nasikun, “Peran Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora bagi Liberasi dan Humanisasi Teknologi”
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XVII, No. 4, Oktober 2004, 51-65.

Meminjam ungkapan para ilmuwan pos-
modernis dan pos-strukturalis, tulisan ini
melihat perkembangan teknologi sebagai
refleksi dari hubungan-hubungan sosial
produksi—yakni hubungan-hubungan
sosial yang terjadi diantara berbagai
kelompok atau kelas sosial di dalam proses
produksi teknologi. Dengan kata lain,
tulisan ini melihat teknologi dan struktur
sosial masyarakat (baca: struktur
hubungan-hubungan kekuasaan) secara
dialektik berhubungan saling menguatkan
satu sama lain, baik pada aras material
maupun pada aras ideologis.

Lebih dari itu, sebagai konsekuensi
dari hubungan dialektis antara teknologi
dan  struktur kekuasaan yang
mengendalikan proses-proses sosial di
dalam masyarakat, teknologi pada
akhirnya mengungkapkan dirinya sebagai
suatu bentuk politik. Maka terjadilah apa
yang selama ini tidak atau belum kita
kenali dengan baik, yakni bahwa “tertib”
atau “sistem teknologi” yang secara
perlahan-lahan dibentuk oleh revolusi ilmu
penegtahuan pada “abad pencerahan”
(the age of enlightenment) kini semakin
memiliki otonomi dan dinamikanya sendiri:
mempenetrasi, menginkorporasi, dan lebih
dari semua itu menguasai nyaris seluruh
dinamika perkembangan masyarakat.

Di dalam konteks proses sosial yang
demikian itulah pengertian tentang
teknologi yang otonom (autonomous
technology) harus kita pahami, yakni
ketika standar-standar operasi dari tertib
atau sistem teknologi perlahan-lahan tetapi
pasti semakin menjadi standar-standar
operasi yang harus diikuti oleh seluruh
masyarakat. Di dalam tertib atau sistem
teknologi yang demikian, maka negara
(baca: pemerintah) akan semakin menjadi
sebuah korporasi bisnis yang berurusan

dengan keharusan-keharusan untuk
secara efisien mewujudkan apa yang
diperlukan bagi kelangsungan berfungsinya
dan bagi elaborasi sistem-sistem ekonomi
dan politik di bawah hegemoni kekuasaan
kelas penguasa, dan sebaliknya
mengabaikan fungsinya sebagai ‘““culture-
conserving” dan “culture-creating institu-
tion”. Di dalam ungkapan Winner (1977:
173-74), di dalam tertib atau sistem
teknologi yang demikian, politik akan
semakin menjadi “the acting out of the
technical hegemony”. Di dalam
pernilaiannya atas karya-karya
arsitektur, Walter Pichler (seperti dikutip
Johnson, 1994: 112) bahkan berbicara
lebih lugas, ketika ia menyatakan bahwa
“architecture is the law of those who
do not believe in the law but make it”,
yang di dalam konteks pembahasan
tema tulisan ini dapat dibaca: “technol-
ogy is the law of those who do not be-
lieve in the law but make it”.

Dengan semua itu, di dalam tertib
atau sistem teknologi, yang sesungguhnya
berada di balik perkembangan teknologi
adalah sebuah ideologi, yakni ideologi
industrialisasi sebagai suatu set dari
gagasan-gagasan yang mendistorsi
realitas sejarah dan bertindak sebagai
sebuah instrumen untuk menyembunyikan
akar-akar dari beragam kepentingan
ideologis, politik, dan ekonomi penciptaan
dan pengembangan teknologi. Ideologi
industrialisasi menyediakan suatu
rasionalitas bagi legitimasi kebijakan-
kebijakan yang dari luar tampak
“membebaskan™ (/iberating) dan
“mencerahkan” (enlightening), akan
tetapi yang di dalam hakekat dan
aktualisasinya seringkali bersifat
eksploitatif. Ia berkhotbah tentang
emansipasi melalui pembuatan dan
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pengembangan mesin-mesin, yang harus
diakui memang telah berhasil
meningkatkan standar hidup banyak orang,
akan tetapi pada saat yang sama ia
berperan untuk meningkatkan dominasi
dan opresi atas banyak manusia melalui
kontrol atas proses produksi dan distribusi
teknologi. la mempropagandakan keadilan
atau kesetaraan dan demokratisasi (equal-
ity and democratization) yang diciptakan
melalui pengembangan teknologi, akan
tetapi yang bagaikan pedang bermata dua
ia telah menghancurkan sistem kelas
tradisional dan menciptakan sistem kelas
dan ketidaksetaraan serta ketidakadilan
baru. Di atas semua itu, ideologi
industrialisasi dipercaya mengajarkan
netralitas politik teknologi, akan tetapi yang
di dalam kenyataan memproduksi dan
mereproduksi teknologi yang
sesungguhnya merupakan suatu refleksi
yang telanjang dari ideologi masyarakat
teknokratik berupa “pemikiran-pemikiran
ilmiah” dan “bentuk-bentuk pengendalian
sosial yang bersifat otoriterian™ dan
mendominasi semua penafsiran atas
pengalaman-pengalaman manusia.
Tidak mengherankan oleh
karenanya jikalau di dalam teknokrasi
inovasi-inovasi teknologis semakin
dikendalikan bukan terutama oleh
kepentingan akan efisiensi produksi
teknologi, akan tetapi lebih-lebih oleh
keharusan-keharusan teknologi untuk
memelihara bentuk-bentuk otoritarian dari
disiplin, rejimentasi, dan fragmentasi kaum
pekerja yang menjadikan semua barang
“consumer durables” seperti mobil,
televisi, dan beragam barang-barang
konsumsi yang lain, tidak terutama
diproduksi untuk memenuhi kebutuhan
konsumen, akan tetapi bagi kelangsungan
perkembangan suatu sistem ekonomi

kapitalis dan teknokrasi. Tidak
mengherankan pula jikalau beragam
teknologi kontemporer bukan terutama
diproduksi dan direproduksi bagi
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
masyarakat, melainkan bagi eksploitasi
maksimum atas sumber daya alam, tanpa
pertimbangan yang seksama untuk
memelihara suatu keseimbangan alam dan
“sistem ekologi manusia” yang
berkesinambungan (sustainable human
ecosystem). Singkat kata, dilihat dari
perspektif teoritik yang mendasari tulisan
ini, sejarah perkembangan teknologi
dengan demikian dapat dilihat sebagai
transformasi historis dari sejarah dominasi
alam atas manusia, menuju pada dominasi
manusia atas alam dan atas sesamanya
(Dickson, 1979: 64).

Ambivalensi Perkembangan
Teknologi

Sebagaimana sudah disebutkan di muka,
semua itu telah menciptakan dampak
sangat besar dari teknologi pada tiga aras
berikut: pada aras individu, pada aras
masyarakat, dan pada aras lingkungan.
Pada aras individual, yang terjadi adalah
perkembangan teknokrasi yang telah
menyebabkan proses pengambilan
keputusan-keputusan yang menyangkut
hajat hidup individu yang paling penting
terjadi semakin jauh berada di tingkat
hirarkhi struktur masyarakat yang semakin
tinggi. Di dalam situasi yang demikian
maka individu menjadi semakin kehilangan
otonominya untuk menentukan keputusan-
keputusan tentang pilihan-pilihan hidup dan
nasibnya sendiri. Di dalam karyanya
berjudul Autonomous Technology: Tech-
nics-out-of-Control as a Theme in Po-
litical Thought, Winner (1977: 16)
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mengungkapkan hal itu dengan sangat
kuatnya ketika ia menyatakan: “There can
be no human autonomy in the face of tech-
nical autonomy”’. Pada tingkat komunitas,
perkembangan tertib atau sistem teknologi
telah mengakibatkan terjadinya
kecenderungan masyarakat yang bukan
hanya berkembang menjadi semakin
bersifat koersif, akan tetapi juga semakin
intrusif. Di dalam ungkapan Peter Drucker
(1998: 4), apa yang telah membuat kota
(dalam konteks topik pembicaraan ini,
baca: teknokrasi) atraktif, pada saat yang
sama juga telah membuatnya anarkhis:

“It was where artists could work
and flourish. It was where scholars could
work and flourish...... But beneath that thin
layer of professionals, artists, scholars, the
wealthy, and the highly skilled artisans in
their craft guilds, there was moral and
social anomie, prostitution and banditry,
and lawlessness”.

Pada aras lingkungan, teknokrasi
telah menjadi sumber dari eksploitasi
progresif sumber daya alam yang tidak
dapat diperbaharui (unrenewable natu-
ral resources) dan krisis energi yang
sangat serius, serta menjadi ancaman bagi
kemampuan lingkungan untuk mendukung
kelangsungan hidup para penghuninya. Di
dalam ungkapan Barry Commoner (1971:
151), di dalam bukunya berjudul 7he Clos-
ing Circle: Confronting the Environ-
mental Crisis, kita menemukan argumen
yang sangat menarik tentang hal itu, ketika
ia menyatakan bahwa beragam temuan
teknologi baru memang telah berhasil
meletakkan bangunan dasar bagi
keberhasilan pembangunan ekonomi, akan
tetapi hal itu terjadi hanya oleh karena
kegagalannya memelihara kelestarian
lingkungan ekologis: “the new technology
is an economic success, but only because

it is an ecological failure”. Lebih jauh Com-
moner menyatakan keyakinannya bahwa
alasan paling penting dari terjadinya krisis
lingkungan saat ini adalah terjadinya
perkembangan teknologi yang lebih
produktif akan tetapi “lapar” energi dan
oleh karena itu memiliki dampak degradasi
lingkungan yang besar, menggantikan
sistem teknologi yang kurang produktif
akan tetapi memiliki karakter yang lebih
bersahabat dengan lingkungan.

Revolusi Perkembangan TI

Dampak revolusi perkembangan teknologi
komunikasi/informasi bagi transformasi
masyarakat dan kehidupan umat manusia
merupakan sebuah contoh kasus yang
amat sangat menarik. Meskipun pada awal
kehadirannya revolusi perkembangan
teknologi komunikasi/informasi dianggap
oleh banyak ahli dan praktisi pembangunan
sebagai segalanya, namun di dalam
dinamika perkembangannya telah
menciptakan kontroversi tentang
sumbangannya bagi transformasi
kehidupan masyarakat dan umat manusia
yang sejauh mata memandang belum akan
kunjung usai. Memang harus diakui bahwa
dampak “tonik” yang ditmbulkannya bagi
kehidupan masyarakat dan umat manusia
sungguh sangat luar biasa. Ia merambah
memasuki berbagai sektor kehidupan
melalui terjadinya perubahan-perubahan di
dalam beragam institusi sosial, mulai dari
perubahan-perubahan yang dapat kita
saksikan di dalam institusi pendidikan dan
kesehatan, sampai dengan perubahan-
perubahan yang terjadi di dalam institusi
agama dan politik. Di dalam institusi
pendidikan, misalnya, melalui kehadiran
teknologi teleconference, jaringan short
circuite dan komputerisasi administrasi
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pendidikan, sumbangan perkembangan
teknologi informasi baru bagi dunia
pendidikan sungguh tidak ternilai.

Di dalam bidang kesehatan,
sumbangan perkembangan teknologi
komunikasi/ informasi juga tidak
terperikan. Kehadiran “telemedicine” di
negara-negara industri maju, misalnya,
telah mendorong kemampuan sistem
pelayanan kesehatan yang semakin berarti
bagi masyarakat miskin di daerah-daerah
yang sebelumnya tidak mungkin
terjangkau oleh perkembangan teknologi
kesehatan mutakhir. Di Amerika Serikat,
Telemedicine telah membuat berbagai
pusat kesehatan seperti Mayo Clinic di
Minnesota menjadi rujukan bagi banyak
rumah sakit dan klinik di daerah-daerah
pedesaan negara adikuasa itu di dalam
penyebarluasan perkembangan teknologi
dan keahlian kedokteran mutakhir bagi
jutaan pasien dan ribuan dokter di daerah-
daerah terpencil (Ithiel de Sola Pool, 1990,
seperti dikutip Pavlik, 1996: 305). Hal yang
sama terjadi di dalam bidang kehidupan
keagamaan. Di dalam bidang kehidupan
yang satu ini, berkembangnya Ecunet (the
Ecumenical Nertwork) telah mendorong
berkembangnya pusat-pusat pertemuan
elektronik di tingkat global bagi pemimpin-
pemimpin  berbagai organisasi
kepercayaan dan agama. Sekitar sepuluh
ribu atau lebih pemimpin organisasi
kepercayaan dan agama dari seluruh dunia
diperkirakan secara intens dan reguler
terlibat di dalam pertemuan-pertemuan
tersebut melalui pemanfaatan pelayanan
Ecunet.

Sementara ahli bahkan melihat
revolusi teknologi komunikasi/informasi
melalui perkembangan beragam jenis
teknologi komunikasi/informasi genre baru
sebagai kehadiran sebuah “revolusi

pengendalian” (a control revolution), dan
dengan demikian kehadiran revolusi
kebebasan dan demokrasi. Perkembangan
teknologi informasi baru, perlahan-lahan
akan tetapi pasti memang sedang
menghancurkan dominasi kelas elit (baca:
negara dan bisnis) untuk mengendalikan
apa yang diketahui, didengar, dan dibaca
oleh masyarakat; mengubah cara-cara
kemakmuran dan kesejahteraan mereka
diciptakan dan didistribusikan, sementara
pemahaman mereka tentang konsep
kedaulatan semakin dikembangkan dan
disebarluaskan. Melalui /nformation
Highway, teknologi komunikasi/informasi
baru sedang menghapuskan batas-batas
kelas, kekuasaan, jender, dan bentuk-
bentuk pemilahan sosial yang lain; bahkan
batas-batas negara. Semuanya sedang
membawa kita menuju kebebasan yang
lebih luas dan demokrasi. “Dari Moskow
sampai ke Beijing”, kata Ithiel de Sola
Pool. “Dari Sabang sampai ke Merauke”,
begitu barangkali kata Bung Karno dari
liang kuburnya. Betapa tidak. Melalui
penggunaan komputer, modem, pesawat
televisi interaktif, dan melalui akses pada
Information Highway, masyarakat di
semakin banyak negara di dunia bukan
hanya secara langsung akan dapat
melibatkan diri di dalam proses politik
dengan melakukan komunikasi dengan
wakil-wakil mereka di parlemen, akan
tetapi juga di dalam memilih partai politik
mereka di dalam Pemilihan Umum dan di
dalam referendum perundang-undangan
melalui media elektronik. Mitchel Kapor,
pendiri Electronic Frontier Foundation
dan pencipta Lotus Corporation yakin
benar bahwa Information Highway akan
dapat menciptakan dan semakin
menumbuhkan demokrasi (Pavlik, 1996:
317). “This type of medium could en-
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able a Jeffersonian revolution in our
civic life”, demikian katanya mantap,
dengan cara membuka semakin lebar
peluang partisipasi yang penuh dan
langsung dari masyarakat di dalam proses
pengambilan keputusan-keputusan.

Akan tetapi nanti dulu, oleh karena
di balik semua potensi “tonik” dari
perkembangan teknologi komunikasi/
informasi baru yang sangat dahsyat
selama ini dan di masa mendatang
tersembunyi sejumlah potensi “toksik”
yang dapat ditimbulkannya. Itulah yang
ingin saya ungkapkan di halaman-halaman
berikut. Itulah pula yang harus
memperoleh perhatian seksama dari
mereka yang memiliki kecenderungan
myopic di dalam melihat kehadiran setiap
perkembangan teknologi baru; mereka
yang tidak atau kurang menyadari bahwa,
di luar kontrol dari para penciptanya,
teknologi seringkali dapat berkembang
menurut dinamikanya sendiri (Winner,
1977). Sumber dari semua itu berakar
sangat mendasar di dalam perubahan-
perubahan dan penyesuaian-penyesuaian
yang akan terjadi di dalam organisasi
masyarakat, khususnya di dalam
organisasi industri informasi yang akan
menemukan puncak perkembangannya di
era globalisasi teknologi informasi di masa
depan.

Lebih dari semua yang sudah
diuraikan di atas, mengikuti argumen
Schiller (Webster, 1995), di tengah era
globalisasi teknologi komunikasi/informasi
saya juga melihat peluang besar hadirnya
paling sedikit tiga ragam perubahan sangat
mendasar dan problematik berikut di masa
mendatang, yang di masa sebelum
munculnya krisis moneter tahun 1997
sebenarnya bahkan sudah hadir cukup
nyata di hadapan mata telanjang

masyarakat kita.

Pertama, di bawah dukungan
globalisasi gelombang ketiga, hadirnya
perkembangan teknologi komunikasi/
informasi baru dan semua konsekuensi
yang ditimbulkannya, telah dan akan
semakin dikendalikan oleh “kriteria-kriteria
pasar”. Dengan kata lain, inovasi-inovasi
informasi dan komunikasi baru, yang akan
menjadi kekuatan pendorong sangat
penting bagi dinamika masyarakat kita di
masa mendatang, akan berkembang
semakin dikendalikan oleh kekuatan-
kekuatan pasar di dalam proses pembelian,
penjualan, dan perdagangan untuk alasan
keuntungan. Sentralitas prinsip-prinsip
pasar di dalam ketiga kegiatan itu pada
gilirannya akan menghasilkan terjadinya
“komodifikasi” informasi, dan dengan
demikian hanya akan menjamin
ketersediaan informasi sejauh ia
menghasilkan keuntungan; dan bagi para
pengguna informasi, hanya akan dapat
diperoleh sejauh mereka dapat dan mampu
membelinya.

Kedua, globalisasi akan
mengakibatkan masyarakat dan ekonomi
kita akan tumbuh menjadi sebuah “cor-
porate capitalism”, meskipun saat ini
sebagai akibat dari krisis multifaset yang
belum dapat kita tanggulangi sedang
mengalami sesak napas yang hebat. Itulah
globalisasi sistem kapitalisme yang akan
semakin didominasi oleh institusi-institusi
korporatis di dalam bentuk organisasi-
organsisasi oligopolistik atau bahkan
monopolistik, dan yang sebagai
implikasinya akan semakin jauh
mengendalikan jangkauan nasional dan
internasional mereka.

Ketiga, sebagai hasil dari keduanya,
yang akan kita saksikan semakin nyata di
hadapan mata publik adalah meningkatnya
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kesenjangan kelas (class inequality) yang
akan semakin menguasai dinamika
perkembangan masyarakat dan ekonomi
kita di masa mendatang. Kelas, misalnya,
akan semakin menentukan siapa yang
akan memperoleh berapa banyak
informasi dan jenis informasi macam apa
serta semua konsekuensi yang
ditimbulkannya. Di dalam situasi seperti
itu, hanya mereka yang berada pada
lapisan atas di dalam struktur masyarakat
kita yang akan memperoleh keuntungan
berarti dari perkembangan teknologi
komunikasi/informasi.

Lebih dari semua itu, aplikasinya di
dalam industri media akan semakin
menguatkan kesyahihan kritik Adormo dan
Horkheimer (Tester, 1994) tentang peran
industri media sebagai industri
kebudayaan. Mengikuti argumen Adorno
dan Horkheimer di dalam karya klasik
mereka berjudul Dialectic of Enlighten-
ment, yang akan kita lihat semakin
transparan di era globalisasi gelombang
ketiga di masa mendatang adalah ini:
sebagai implikasi dari perkembangan
industri media yang akan semakin bersifat
monopolistik, maka berlawanan dengan
harapan para ahli ilmu komunikasi/
informasi yang melihat industri media
sebagai institusi yang sangat penting bagi
perkembangan kebudayaan dan
kemanusiaan, globalisasi sebaliknya akan
membuat hubungan diantara keduanya
justru akan menjadi semakin tidak
kompatibel. Di luar kontrol manajemen,
alih-alih akan membuat kekuasaan elit
menjadi semakin cair dan oleh karena itu
akan memiliki kemampuan untuk
mentransformasikan masyarakat kita
menjadi lebih terbuka, populis dan
demokratis, perkembangan industri media
sebagai industri kebudayaan di masa

mendatang justru akan dapat membuat
kebudayaan kita menjadi semakin tidak
memiliki kemampuan untuk menghargai
dan menghormati kemanusiaan. Di dalam
puncak perkembangannya, demikian
menurut Adorno dan Horkheimer, peluang
industri media untuk mendorong terjadinya
“pencerahan” dan “liberasi” kehidupan
umat manusia bahkan akan dapat berputar
haluan menjadi peluang bagi terjadinya
“barbarisme”. Atau, meminjam ungkapan
Max Weber (1930: 181), sebagai salah
satu diantara institusi kapitalis yang paling
penting, perkembangan industri media di
masa mendatang justru akan dapat
menjadi awal dari sejarah “perjalanan
kematian spiritual” umat manusia.

Kesimpulan

Solusi dari semua itu sejauh ini ternyata
bukan hanya tidak mudah ditemukan, akan
tetapi juga menuntut terlalu banyak
prasyarat: bukan hanya pada tingkat
teknologis, akan tetapi juga pada tingkat
ekonomi-politik dan sosiologis. Pada
tingkat teknologis, misalnya, solusi itu
harus ditemukan di dalam keharusan bagi
pengembangan jenis teknologi baru yang
lebih membebaskan dan lebih
mencerahkan. David Dickson (opcit,
1975) menemukannya di dalam
pengembangan apa yang ia sebut sebagai
“teknologi alternatif (alternative tech-
nology) atau “teknologi utopian” (uzo-
pian technology). Menurutnya teknologi
yang demikian memiliki ciri-ciri yang
berbeda sangat mendasar dari ciri-ciri
teknologi konvensional yang selama ini
dikembangkan di bawah kontrol dan
kepentingan korporasi-korporasi
transnasional. Kriteria umum dari teknologi
yang demikian pada dasarnya merupakan
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suatu kerangka kerja yang secara
sistematik didesain untuk memoderasi atau
bahkan mengeliminasi potensi teknologi
untuk menghasilkan alienasi dan eksploitasi
manusia atas sesamanya, serta dominasi
atas sistem ekologi oleh aktivitas manusia.
Teknologi utopian memiliki ciri-ciri sebagai
teknologi yang dapat dikendalikan oleh
produsen dan masyarakat yang
menggunakannya, melestarikan sumber
daya alam, dan memiliki dampak toksik
yang minimum terhadap lingkungan.

Di dalam konteks bioteknologi, John
Todd dari the New Alchemy Institute di
Amerika Serikat (sekali lagi seperti dikutip
Dickson) mengidentifikasi lima
karakteristik dari teknologi alternatif yang
dimaksud: (1) ia harus dapat berfungsi di
dalam masyarakat pada lapisan sosial pal-
ing bawah; (2) ia harus dapat digunakan
oleh lapisan penduduk paling miskin, pal-
ing sedikit memberikan keuntungan yang
substansial bagi mereka; (3) ia harus
terutama dikembangkan berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan ekologis dan
bukan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan efisiensi ekonomi semata;
(4) ia harus memberikan dorongan bagi
terjadinya evolusi komunitas yang
terdesentralisasi; dan (5)
pengembangannya harus relatif menuntut
jumlah sumber daya yang berskala kecil.
Sementara itu Peter van Dresser dan Colin
Moorcraft (Dickson, ibid: 101), di dalam
cara pengungkapan dan konteks perhatian
keilmuan masing-masing, mengemukakan
pemahaman dan argumen yang hampir
sama. Di dalam karyanya berjudul 4
Landscape for Human, Peter van
Dresser (1972) mengusulkan agar
pembangunan komunitas-komunitas
pedesaan dan provinsial yang kecil harus
dilakukan di atas landasan penggunaan

dan pengelolaan sumber daya biotik dan
aliran sumber daya lain yang profesional,
ilmiah, dan konservatif. Dalam pada itu,
di dalam artikelnya tentang arsitektur
berjudul “Design for Survival”, Colin
Moorcraft (1972) dengan lugas
menyatakan bahwa: “The basic aims of
any new systems of man-environment in-
teraction must be the restoration and
maintanence of the overall entropy-mini-
mizing tendency of the planet—i,e. earth
must be brought back to life and stay
healthy”. Lebih tegas dari semua itu
adalah pernyataan Robin Clarke dari
Biotechnic Research and Development
(Dickson, ibid: 103-04), yang secara lebih
terperinci mengidentifikasi 35 ciri dari
teknologi alternatif dibandingkan dengan
teknologi konvensional.

Pada tingkat ekonomi-politik, solusi
yang dimaksud menuntut transformasi
sangat mendasar di dalam sistem ekonomi
dan politik yang menjadi konteks dari
produksi dan reproduksi teknologi. Sistem
ekonomi-politik yang demikian melihat
pengembangan teknologi tidak dapat
diterima “taken for granted”. Ia harus
dipikirkan dan direncanakan, tidak hanya
diproduksi, disambut, dan diterima tanpa
syarat di dalam semua bentuk
manifestasinya, oleh karena pengaruhnya
bagi bagi lingkungan ekologi, bagi
kehidupan masyarakat, dan bagi kehidupan
umat manusia akan sangat tergantung
pada bagaimana dan oleh siapa atau
institusi apa ia diproduksi, didistribusikan,
dan dikendalikan. “It will work for
goods” hanya sejauh produksi, distribusi,
dan pengendaliannya dilakukan di dalam
skala yang bersifat manusiawi dan
komunitarian; hanya sejauh produksi,
distribusi, dan pengendaliannya dapat
ditransformasikan dari skala global ke
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skala nasional, dari skala nasional ke skala
lokal, dan dari skala birokrasi yang terpusat
ke unit-unit komunitas yang
terdesentralisasi. (Bookchin, 1971).

Di dalam pandangan Anthony
Giddens (1998 dan 1999), solusi yang
demikian hanya mungkin ditemukan di
dalam pengembangan apa yang ia sebut
sebagai “jalan ketiga”, suatu konsep yang
hampir tidak berbeda dari solusi “sektor
ketiga” yang diusulkan oleh Peter
Drucker (1998). Hanya di dalam konteks
tertib sosial yang dihasilkan oleh solusi
“jalan ketiga” dari Anthony Giddens atau
solusi “sektor ketiga” dari Peter Drucker,
maka solusi pada tingkat teknologis akan
dapat diwujudkan. Pada tingkat ekonomi,
Giddens menemukan salah satu bentuk
pengungkapan dari solusi “jalan ketiga™
yang dimaksud berupa munculnya rejim
ekonomi pasca-Fordist atau neo-Fordist
yang sangat menekankan proses “produksi
yang fleksibel” (flexible production) dan
mekanisme “pengambilan keputusan-
keputusan dari bawah” (bottom-up deci-
sion-making); yang menurut Robert
Reich (1992) harus memusatkan orientasi
produksinya pada ‘komoditi-komoditi unik
yang bermutu tinggi” (high value pro-
duction of unique commodities) dan
mengarahkan orientasi organisasi kerjanya
pada peran strategis tenaga kerja yang
memiliki kemampuan “simbolik-analitik”
untuk melakukan identifikasi masalah,
pemecahan masalah, dan brokering.

Pada tingkat politik, solusi “jalan
ketiga” menemukan pengungkapannya di
dalam apa yang oleh Giddens disebut
sebagai pembangunan suatu kerangka
“politik radikal” (radical politics) yang
menaruh perhatian sangat sentral pada
pengendalian kekerasan yang ditimbulkan
oleh apa yang olehnya disebut sebagai

“rusaknya solidaritas” (the damage of
solidarities) atau oleh Nisbet (1979)
disebut sebagai “matinya komunitas-
komunitas politik” (the death of political
communities) dan “hilangnya akar-akar
kehidupan sosial” (the loss of the social
roots). Di dalam ungkapan Nisbet,
kerangka politik yang demikian paling
sedikit memiliki enam properti atau ciri-
ciri berikut: (1) perhatian pada
pembangunan kembali solidaritas yang
rusak; (2) pentingnya sentralitas /ife poli-
tics, yakni politik yang menaruh perhatian
pada pilihan gaya hidup yang tunduk pada
keputusan-keputusan politik yang
demokratis; (3) pentingnya pembangunan
apa yang ia sebut sebagai “generative
politics” yang memberikan peran negara
hanya sebagai suatu “cybernetic
intellligence”, dan  sebaliknya
memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk memecahkan sendiri
masalah-masalah yang mereka hadapi; (4)
pentingnya pembangunan suatu demokrasi
dialogis yang tidak hanya berfungsi sebagai
cara untuk mengatur perwakilan
kepentingan-kepentingan, akan tetapi juga
sebagai cara untuk menciptakan arena
publik tempat isu-isu kontroversial dapat
dipecahkan; (5) pentingnya redefinisi
fungsi kesejahteran negara, yang tidak lagi
melihat program-program
kesejahteraannya sebagai program-pro-
gram “residual” melainkan sebagai pro-
gram-program “institusional”; dan (6)
pentingnya melihat kekerasan bukan
sebagai fenomena abnormal, dan dengan
demikian menempatkan pentingnya
pengembangan pengelolaan kekerasan
melalui dialog. Di dalam kerangka politik
yang demikian, semua itu hanya mungkin
diwujudkan dengan melibatkan secara
sistemis institusi-institusi “sektor sosial”,
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yang menurut terminologi Peter Drucker,
meliputi organisasi-organisasi non-
pemerintah, institusi-institusi non-bisnis,
dan organisasi-organisasi nir-laba.

Pada tingkat sosiologis semua itu
hanya  mungkin dicapai dan
dikonsolidasikan di atas pemenuhan
prakonsisi-prakondisi berikut: kebangkitan
kembali “pluralisme”, “lokalisme”, dan
kehidupan “komunitas” (Nisbet, 1979) di
atas berkembangnya kombinasi yang luluh
antara hubungan-hubungan sosial “beta”
dan “alpha” (Galtung, 1996) dan di dalam
keseimbangan yang beradab (civilized
balance) antara penciptaan kemakmuran
(wealth creation), kohesi sosial (social
cohesion), dan kebebasan politik (Ralf
Dahrendorf, 1996). Semua itu sangat
esensial bagi pembangunan apa yang oleh
Denis Goulet (1977) disebut sebagai
“moral austerity” yang diperlukan bagi
pengembangan spirit dan nilai-nilai
“kesetiakawanan sosial” dan “solidaritas
sosial” yang otentik untuk memberikan
ketahanan masyarakat di dalam
menghadapi goncangan-goncangan sosial
yang dihasilkan oleh proses integrasi
masyarakat yang semakin dalam ke dalam
sistem ekonomi dan politik global yang
penuh dengan kontradiksi-kontradiksi
struktural dan kultural. Pada saat yang
sama, semua itu juga sangat esensial bagi
tumbuhnya apa yang oleh Hefner (1998)
disebut sebagai “keadaban demokratik”
(democratic civility) yang diperlukan bagi
terjadinya transisi dari otoriterianisme
menuju suatu kehidupan yang lebih
demokratik.

Untuk mewujudkan semua itu
diperlukan sumbangan peran kritis ilmu-
ilmu sosial dan humaniora melalui
pengembangan suatu kurikulum yang
memiliki kemampuan untuk menghasilkan

para ahli ilmu-ilmu sosial dan humaniora
yang memiliki pandangan yang luas dan
mendalam tentang beragam pilihan
epistemologi dan paradigma keilmuan di
dalam bidang-bidang keilmuan yang
menjadi pilihan mereka. Hanya melalui
pengembangan kurikulum yang demikian
peran ilmu-ilmu sosial dan humaniora
untuk melakukan liberasi dan humanisasi
teknologi di hadapan tekanan globalisasi
kapitalisme gelombang ketiga yang
semakin keras di masa mendatang akan
dapat diwujudkan. Hanya melalui
pengembangan kurikulum yang demikian
kemampuan para ahli ilmu-ilmu sosial dan
humaniora di masa mendatang untuk
mengembangkan diri mereka sebagai kaum
cendekiawan “organik” yang memiliki
kemampuan kritis untuk melihat
konsekuensi-konsekuensi dari produksi
dan reproduksi berbagai teknologi bagi
kemaslahatan masyarakat dan umat
manusia akan dapat didorong dan
disemaikan. Akhirnya, hanya dengan
pengembangan kurikulum yang demikian
maka kemampuan para ahli ilmu-ilmu
sosial dan humaniora untuk melakukan
penelitian-penelitian yang secara
sistematik didesain bagi pengembangan
suatu sistem teknologi yang lebih
membebaskan, lebih mencerahkan, dan
lebih manusiawi, akan benar-benar dapat
diujudkan pula.

Sebagaimana halnya dengan yang
dilakukan di dalam penelitian-penelitian
tentang banyak fenomena sosial yang lain,
pada tingkat metodologis kemampuan para
ahli ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk
melakukan penelitian bagi pengembangan
sistem teknologi yang demikian, pada
gilirannya menuntut mereka untuk
memiliki kemampuan menembus monisme
metodologi dan teori ilmu-ilmu sosial dan
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humaniora yang selama ini mewarnai
nyaris semua penelitian yang dilakukan
oleh para ahli ilmu-ilmu sosial dan
humaniora. Dengan kata lain, yang mereka
perlukan adalah kemampuan untuk
melakukan penelitian-penelitian yang
dilakukan di atas aplikasi pluralisme
metodologi dan teori ilmu-ilmu sosial dan
humaniora, yang oleh Martinez-Alier
(1995: 136) disebut sebagai kemampuan
untuk melakukan “orkestrasi ilmu
pengetahuan” (orchestration of sci-
ences).

Pada tingkat tematik, penelitian-
penelitian yang dimaksud dapat dilakukan
di atas pilihan salah satu atau kombinasi
dari tiga epistemologi atau paradigma
keilmuan berikut. Yang pertama
menyangkut pilihan tema-tema penelitian
tentang teknologi yang dilakukan di dalam
tradisi penelitian ““positivistik-naturalistik™.
Tema-tema penelitian yang demikian
melihat teknologi sebagai suatu “realitas
sosial” di dalam dimensinya yang bersifat
obyektif, dan sebagai implikasinya metode
penelitian “survey’” dan/atau “formal con-
tent analysis” merupakan diantara pilihan
metode penelitian yang paling umum
dilakukan. Kategori penelitian yang kedua
kita temukan di dalam pilihan tema-tema
penelitian tentang teknologi yang dilakukan
di dalam trandisi keilmuan ‘“historis-
kulturalistis” atau ‘“hermeneutis”.
Penelitian-penelitian jenis ini melihat
teknologi sebagai suatu realitas sosial
subyektif, dan oleh karenanya lebih tepat
dilakukan melalui penggunaan metode
penelitian “field research”, metode
penelitian refleksif, atau metode “narra-
tive content analysis”. Kategori penelitian
yang ketiga tentang teknologi menyangkut
pilihan tema-tema penelitian yang
dilakukan di dalam tradisi penelitian “po-

litical-economy’” dari perspektif “critical
social theories” yang terutama
memusatkan perhatiannya pada
pengungkapan isu-isu kritis tentang peran
korporasi-korporasi bisnis dan negara,
sementara pada saat yang sama menaruh
komitmen untuk melakukan advokasi bagi
keadilan atau kesetaraan dan demokrasi.
Penelitian-penelitian tentang kekuatan-
kekuatan sosial yang menjadi kendala bagi
pengembangan teknologi alternatif yang
dapat mempromosikan keadilan dan
demokrasi, atau sebaliknya mendorong
pengembangan teknologi konvensional
yang menghalangi berkembangnya
keadilan dan demokrasi, merupakan
kawasan jenis penelitian-penelitian ini.
Pada tingkat substantif tema-tema
penelitian ilmu-ilmu sosial dan humaniora
tentang teknologi dapat dikelompokkan
paling sedikit ke dalam dua kategori besar
tema-tema penelitian berikut. Di dalam
kategori penelitian yang pertama, kita dapat
memasukkan semua tema penelitian
tentang konteks sosial dan kultural dari
produksi dan reproduksi tenologi.
Termasuk di dalam kategori tema-tema
penelitian substantif ini adalah penelitian-
penelitian tentang konteks sosial dan
kultural pengembangan dan alih teknologi.
Masih termasuk di dalam kategori
penelitian substantif ini pula adalah tema-
tema penelitian tentang peran kekuatan-
kekuatan dan institusi-institusi
transnasional di dalam pengembangan dan
alih teknologi, dan implikasinya bagi
kesejahteraan dan pemberdayaan
berbagai kelompok masyarakat dan
institusi sosial, ekonomi dan politik.
Katogori penelitian substantif yang kedua
meliputi tema-tema penelitian tentang
konstruksi sosial berbagai agen, kelompok,
dan lapisan masyarakat tentang makna-
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makna subyektif berbagai jenis teknologi
di mata berbagai kelompok bagi
kesejahteraan sosial mereka dan bagi
kemaslahatan masyarakat. Termasuk di
dalam kategori penelitian ini, misalnya,
adalah tema-tema penelitian tentang

makna kebijakan dan program-program
pengembangan teknologi yang dilakukan
pemerintah bagi keadilan sosial,
pertahanan dan keamanan nasional,
integrasi bangsa, dan berbagai
kepentingan nasional yang lain.
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